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ABSTRAK 

 

 

RANTI K. PAKAYA. E1118070. ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN 

MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN (STUDI KASUS DI DESA TIHENGO KECAMATAN 

PONELO KEPULAUAN KABUPATEN GORONTALO UTARA) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhan 

wajib pajak masyarakat Desa Tihengo dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. Jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif diartikan sebagai bentuk 

interprestasi konsep data. Fungsi data dari kualitatif adalah menerjemahkan data 

mentah kedalam uraian, eksplansi ataupun deskripsi. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa dari dimensi membayar pajak tepat waktu bahwa masyarakat 

didesa tihengo dalam hal membayar pajak pajak tepat waktu sudah mengikuti 

sesuai aturan yang berlaku, dimensi wajip pajak mendaftarkan diri bahwa 

pendaftaran wajib pajak sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pihak desa 

sudah memenuhi pekerjaannya, dimensi menyetorkan kembali SPT secara tepat 

waktu bahwa dalam menyetor SPT, dimensi membayar pajak tanpa paksaan 

bahwa di desa Tihengo tidak ada paksaan dalam membayar pajak sudah 

memenuhi kewajibannya dengan baik. 

 

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pajak bumi dan bangunan 
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ABSTRACT 

 

RANTI K. PAKAYA. E1118070. ANALYSIS OF COMMUNITY 

COMPLIANCE LEVEL IN PAYING LAND AND BUILDING TAX (A CASE 

STUDY IN TIHENGO VILLAGE, PONELO SUBDISTRICT, NORTH 

GORONTALO DISTRICT) 

 

This study aims to find and analyze the community compliance level of the 

taxpayer in Tihengo Village in paying Land and Building Tax. The research type 

of the study is a qualitative type defined as a form of interpretation of the concept 

of data. The function of qualitative data is to interpret raw data into descriptions, 

explanations, or descriptions. The results of this study indicate that people in 

Tihengo village in terms of paying taxes on time have followed the applicable 

rules. The taxpayer registration has been carried out properly. The village 

government has fulfilled its work. The dimension of the Annual Tax Return is 

done on time in depositing the Annual Tax Return. In the dimension of paying 

taxes without coercion in Tihengo village, there is no compulsion in paying taxes. 

They have fulfilled their obligations well. 

 

Keywords: taxpayer compliance, land and building tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Penelitian 

Suatu negara dalam penyelengaraan pemerintah membutuhkan dana yang 

besar untuk membiayai segala kebutuhan pembangunan mendorong untuk 

meningkatkan pendapatan yang bersifat afir serta jujur dalam mengelola setiap 

pendapatan keluar yang diperkirakan. Pembangunan tidak pernah berhenti 

dilaksanakan dalam negara maju, negara berkembang bahkan negara terbelakang 

sekalipun.Semua kegiatan pelaksanaan pembagunan tersebut dilakukan secara 

bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan Makmur 

serta merta dalam material dan spiritual yang sesuai dengan Pancasila. 

Pembangunan adalah upaya yang secara sadar  ditetapkan menjadi sesuatu 

buat dilaksanakan dan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka Panjang, 

sedang jangka pendek. Dalam melaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan 

bagi rakyat Indonesia tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dilihat 

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satu pemasukan yang 

diterima oleh negara adalah dari sektor minyak dan gas dan dari sektor non migas 

(pajak dan non pajak).Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan 

pendapatan adalah melalui penerimaan pajak. Pajak di atur dalam Pasal 1 ayat 1 

No.28 Tahun 2009 Tentang ketentuan umum perpajakan yang merumuskan pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau 
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badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undangtidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara besar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Menurut Diana, (2013) Pajak merupakan penghasilan negara yang 

digunakan untuk membiayai keperluan negara bersumber dari penerimaan pajak 

dan penerimaan bukan pajak, penerimaan pajak dibagi atas dua yang pertama 

pajak dalam negeri yang terdiri  dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, 

pajak bumi dan baguan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penerimaan 

pajak yang kedua pajak perdagangan internasional yang terdiri dari bea dan masuk 

pajak ekspor sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber 

daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan negara yang bukan pajak lainnya dan 

pendapatan badan layanan umum seprti, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, 

dan lain-lain. Penerimaan-penerimaan ini juga digunakan untuk pembiayaan 

dalam rangka memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Pajak memiliki dua jenis fungsi, sebagai penerimaan yaitu sebagai alat 

(sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan 

tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan 

pembagunan.Serta berfungsi untuk mengatur, yaitu sebagai alat untuk mencapai 

tujuan tertentu dibidang keuangan seperti dalam bidang ekonomi, politik, budaya, 

dan pertahanan keamanan. 

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan primadona dalam 

negara karena sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dan penerimaan 
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pajak digunakan untuk membagun sara dan prasarana untuk kepentingan umum. 

Agar pelaksanaan pembaguan berhasil diperlukan partisipasi dari seluruh 

masyarakat, jadi dalam pelaksanaanya pemerintah harus berusaha agar seluruh 

masyarakat berpartisipasi demi keberhasilan suatu pembaguanan nasional. 

Salah satu bentuk pajak dalam negari adalah Pajak Bumi dan Bagunan 

(PBB).PBB adalah pajak yang di pungut atas tanah dan bagunan karena adanya 

keuntungan atau kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan 

yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.Pajak 

Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung 

kepada wajib pajak yaitu masyarakat dan saat terutangnya pada awal atau tahun 

berikutnya. 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya 

berupa tanah atau bagunan berdasarkan UU No.12 Tahun 1985 tentang PBB 

sebagimana yang telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994. Yang menjadi 

objek pajak bumi dan bagunan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan 

bumi yang meliputi tanah dan perairanserta laut wilayah Indonesia dan tubuh 

bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah 

konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau 

perairan termasuk jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks, jalan tol, 

kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galagan kapal dermaga, taman 

mewah, tempat penampingan atau kilang minyak dan fasilitas lain yang 

memberikan manfaat. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak 



16 
 

 
 

daerah.sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambagan masih 

merupakan pajak pusat. Dengan dijadikan PBB perdesaan dan perkotaan menjadi 

pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenyataan bahwa kehidupan dan perekonomiaan 

bagsa Indonesia yang sebagian besar bercorak Agraris, bumi termasuk perairan 

dan kekayaan alam yang terkandung yang memiliki peranan bagi kelangsungan 

hidup masyarakat, sehingga logis sekali jika mereka yang memperoleh manfaat 

kekayaan alam itu menyerahkan sebagian kenikmatan /keuntungan yang diperoleh 

kepada negara melalui pembayaran pajak. 

Pajak bumi dan bagunan merupakan faktor yang cukup penting dalam 

potensial bagi pendapatan negara. Posisi dominan pajak sebagai sumber 

pendapatan yang sangat wajar, tidak ada Batasan untuk sumber pendapatan ini, 

apa lagi jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya. Perpajakan 

merupakan peran yang sangat penting dan semakin tergantung pada tujuan 

pembagunan dan pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Agar pemerintah daerah dapat menjalankan urusan internal dengan baik, 

tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk mendapatkan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah yang dapat dimaksimalkan, salah satunya  adalah 

pendapatan dari unsur PBB, pemerintah daerah melakukan berbagai strategi untuk 

membuat wajib pajak tertib, patuh dan memenuhi kewajiban pembayarannya tepat 

waktu. 
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Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak 

dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu 

melaksanakankewajiban perpajakannya dengan benar. Kepatuhan memenuhi 

kewajiban perpajakannya hanya tidak tergantung kepada masalah teknis saja yang 

menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, 

penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undang perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak sebagai pihak 

pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak. Di samping itu juga 

tergantung kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut 

akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (Rahayu, 

2010:142) 

Tabel 1.1 

Target dan realisasi pajak Bumi dan Bagunan Desa Tihengo Kecamatan 

Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2021 

NO Tahun Jumlah 

Wajib Pajak 

Target Ralisasi 

1. 2019 329 4.701.008 4.701.008 

2. 2020 329 4.701.008 4.701.008 

3. 2021 329 5.283.213 5.283.213 

Sumber : Kantor Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara 2021 

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa dalam pelaksanaan penarikan PBB 

terealisasi dengan baik untuk kepatuhan wajib pajak pada setiap tahunnya.Seperti 

yang terjadi pada wajib pajak diwilayah Desa tihengo Kabupaten Gorontalo 

Utara. Tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu 
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aparatur Desa oleh Bapak Abdul GiasPakaya sebagai sekretaris Desa menyatakan 

memang dari data yang diberikan kepada penulis terealisasi pembayaran pajaknya 

karena wajib pajak yang tidak membayar pajak yang masih  terhutang dibayar 

oleh Desa  tetapi beliau mengatakan bahwa masih ada beberapa wajib pajak yang 

tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. penyebab wajib pajak tidak 

memenuhi kewajibannyayaitu karena wajib pajak tersebut tidak ada ditempat. 

Terhambatnya penerimaan PBB akan menghambat kelancaran 

pelaksanaan pembagunan, oleh karena itu agar pembagunan tidak terhambat maka 

upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus di pacu 

dan di tingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak. Salah satu cara untuk 

mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta 

tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.Salah satu upaya 

untuk menigkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang 

baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak 

merupakan pelayana publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan 

kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksnaan peraturan perundang-undagan 

yang berlaku. 

Masalah kepetuhan wajib pajak merupakan masalah yang terjadi di setiap 

negara baik negara berkembang manupun negara maju. Karena jika wajib pajak 

tidak patuh maka akan menimpukan keinginan melakukan tindakan penghindaran, 

pengelakan, penyeludupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan 

tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.  
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Disetiap daerah biasanya masyarakat berupaya untuk meloloskan diri dari 

pembayaran pajak.Membayar pajak bagi masyarakat adalah sebuah tindakan yang 

tidak semudah dan sesederhana melakukan pembayaran pajak penuh dengan hal 

yang bersifaat emosional dan tidak ada seorangpun yang menikmati pemabayaran 

pajak.Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam memabayar pajak merupakan faktor 

penting. 

Seperti yang terjadi di Desa Tihengo Kabupaten Gorontalo Utara 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bagunan (PBB) masih 

rendah sebab wajib pajak tersebut tidak di tempat. 

Sejumlah penelitian yang terkait dengan penelitian ini salah satunya 

adalah penelitian yang dilakukuan oleh Sahri Muharam (2018) dengan judul 

analisis kepatuhan wajib pajak bumi dan bagunan di kecamatan Kuantan tengah 

kabupaten Kuantan singingi.Hasil penelitian menjukkan bahwa setiap tahunnnya 

kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan yang signifikan.  

Regiansyah Widhi Sopana (2016) melakukan penelitian mengenai analisis 

kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bagunan dengan 

dipengaruhi tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi 

administrasi dari hasil penelitiannya menunjukan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam 

membayar pajak bumi dan bagunan. Tingkat ekonomi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan 
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bagunan.Peran pemerintah berpengaruh positif dan sihnifikan terhadap kepatuhan 

masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bagunan. 

R. Agoes Kamaroellah (2017) melakukan penelitian mengenai analisis 

kepatuhan wajib pajak  bumi dan bagunan berdasarkan realisasi penerimaan pajak 

bumi dan bagunan pada dinas pendapatan daerah kabupaten pamekasan dari hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa setiap tahunya wajib pajak cukup patuh 

terhadap kewajibannya dalam pembayar pajak.  

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi 

dan Bagunan” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian, yaitu Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat 

Desa Tihengo dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?. 

3.1.Maksud Dan Tujuan Penelitian 

3.1.1. Maksud Penelitian 

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

mengenai data terkait tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat Desa Tihengo 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
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1.3.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengatahui dan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat 

Desa Tihengo dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

1.4. Manfaat penelitian  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di 

bidang perpajakan dan menjadi bahan kepustakaan ekonomi dan pengembangan 

ilmu pengetahuan serta berguna bagi masyarakat pada umumnya dan bagi 

mahasiswa fakultas ekonomi 

1.4.2. Manfaat praktis 

1. Bagi Akademis 

Manfaat bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

informasi tambahan ilmu bagi kemajuan akademik dan dapat dijadikan acuan 

bagi peneliti selanjutnya. 

2. Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan pada bidang penelitian dan sarana evaluasi dibidang akademik 

untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta penerapan teori 
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yang telah diperoleh selama kuliah dan untuk menambah pengetahuan penulis 

mengenai pajak Bumi dan Bagunan. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya 

wajib Pajak Bumi dan Bagunan mengenai arti pentingnya pajak dan peran 

serta masyarakat dalam pembagunan sehingga diharapkan masyarakat akan 

terdorong untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan (perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 

1983), untuk pertama kalinya dalam peraturan pajak Indonesia diberikan 

pengertian pajak yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tentang 

oleh pribadi atau badan ysng bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Pajak menurut para ahli keuagan adalah kewajiban yang ditetapkan 

terhadap wajib pajak, yang disetorkan sesuatu kepada negara dengan ketentuan, 

tanpa mendapatkan kontraprestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk 

membiayai pengeluaran. Pengeluaran umum di suatu pihak dan untuk 

merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan lain yang 

dicapai oleh Negara. 
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Sedangakan menurutSoemitro (2013:1) pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat 

jas timbal (kontraprestasi) yang lansung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.Soemahamijaya mengemukakan bahwa 

pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hokum guna penutup biaya produksi barang-barang 

dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 

Pajak dari prespektif ekonomi dipahami sebagai berahlinya sumber daya 

dari sector privat kepada sector publik.Pemahaman ini memberi gambaran bahwa 

adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi beruba.Pertama, berkurangnya 

kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan 

penguasaan barang dan jasa.Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara 

dalam penyediaan barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat. 

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

unsur yang melekat dlam pengertian pajak, yaitu: 

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang 

2. Sifatnya dapat dipaksakan 

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh 

spembayaran pajak 

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, pemerintah pusat maupun derah 

5. Ppajak diguinakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin 

dan pembaguan) bagi kepentingan masyarakat umum 



12 
 

 
 

2.1.1.2 Jenis Pajak 

Pajak yang saat ini berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian, 

yaitu: 

1. Pajak Negara 

Pajak negara adalah pajak pusat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 

melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah 

pusat dan hasinya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan 

pembagunan yang sampai saat ini masih berlaku adalah: 

a. Pajak penghasilan 

b. Pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah (PPN dan PPNBM) 

c. Bea materai 

2. Pajak daerah 

Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang 

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undagan yang belaku yang digunakan untuk 

membiyai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembagunan daerah. Pajak 

derah dibagi menjdi dua, yaitu: 

1. Jenis Pajak Provinsi, terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea bilik nama kendaraan bermotor 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d. Pajak air permukaan 

e. Pajak rokok 
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2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri, atas: 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak reklame 

e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan 

g. Pajak parkir 

h. Pajak air tanah 

i. Pajak sarang burung wallet 

j. Pajak bimi dan bagunan sktor perdesaan dan perkotaan 

k. Pajak perolehan hak atas tanah dan bagunan 

  

2.1.1.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bagunan 

Berdasrkan UU NO.28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bagunan adalah 

pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh 

keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bagunan.Keberadaan subjek tidak 

menentukan besarnya pajak.Secara detail, pengertian bumi adalah permukaan 

bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut 

wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. 

Sedangkan pengertian bagunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau 

diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat 

tinggal, bagunan tempat usaha, Gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, 

emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi 
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manfaat, jalan tol, kolam renang, ajungan minyak lepas pantai. UU No. 28 Tahun 

2009 Pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian 

bagunan adalah: 

a. Jalan lingkungan dalam kesatuan dengan komplek bagunan 

b. Jalan tol 

c. Kolam renang 

d. Pagar mewah 

e. Tempat olahraga 

f. Galangan kapal, demaga 

g. Taman mewah 

h. Tempat penampungan/kilang minya, air dan gas, pipa pinyak fasilitas lain 

yang memberikan manfaat 

Pajak bumi dan bagunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau 

bagunan yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara 

nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, 

menguasai dan manfaat atas bagunan 

Pajak bumi dan bagunan adalah pajak yang mulanya adalah pajak negara 

kemudian berubah menjadi pajak daerah yang penerimaannya merupakan untuk 

mendapatan daerah yang digunakan untuk melengkapi penyediaan fasilitas yang 

ada si pemerintah daerah. Pajak bumi dan bagnan menjadi sumber penerimaan 

oajak yang cukup besar jumlahnya serta agar sangat menunjang proses 

pambagunan nasional yang dirancang pemerintah, karena sebagian besar 
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penduduk Indonesia dan masyarakat suatu derah khususnya merupakan subjek 

dan objek pajak bumi dan bagunan sehingga sangat memungkinkan untuk 

meningkatkan pembiayaan bagi daerahnya dengan menggali sumber – sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di daerah menurut pasal 157 UU 

No. 32 Tahun 2004 yang terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnta disebut PAD, yaitu: 

1. Hasil pajak daerah 

2. Hasil retribusi daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4. Lain – lain PAD yang sah 

b. Dana perimbagan 

c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah 

2.1.1.4 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bagunan 

Objek pajak bumi dan bagunan adalah “bumi atau bagunan”.Kalsifikasi 

bumi dan bagunan adalah pengelompokan bumi dan bagunan menurut nilai 

jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan 

pajak yang terutang. Klasifikasi bumi atau tanah perlu diperhatikan fakror – faktor 

sebagai berikut: 

a. Letak 

b. Peruntukan 

c. Pemenfaatan 
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Dalam menentukan klasifikasi bagunan perlu diperhatikan faktor-faktor 

sebagai berikut: 

a. Bahan yang digunakan 

b. Rekayasa 

c. Kondisi lingkungan dan lain-lain. 

Dalam hal objek pajak yang tidak di kenakan pajak bumi dan bagunan adalah: 

a. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dibagian 

ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah 

sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain – lain. 

b. Digunakan untuk kuburan, peniggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu 

c. Merupakan hutan lindung, suka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum 

dibebani suatu hak 

d. Digunakan untuk perwakilan diplomatic berdasarkan asa perlakuan timbal 

balik 

e. Digunakan oleh badan dan pewakilan organisasi internasional yang ditentukan 

oleh Mentri Keuagan 

Sedangkan yang menjadi subjek pajak bumi dan bagunan adalah orang 

atau badan yang sevara nyata mempunyai suatu ha katas bumi, dan/atau 

memperoleh atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh 

manfaat atas bangunan.Ini berarti subjek pajak tidak harus orang atau badan yang 

memiliki ha katas bumi dan bagunan.Untuk dapat menentukan tentannya pajak 
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atas satu objek pajak buni dan bagunan maka harus ada subjek pajaknya. Subjek 

pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata: 

1. Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau: 

2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau 

3. Memiliki bagunan, dan atau 

4. Menguasai bagunan, dan atau 

5. Memperoleh manfaat atas bagunan 

2.1.1.5 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bagunan 

Adapun dasar hokum pengenaan pajak bumi dan bagunan adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang – undang No. 12 Tahun 1985 Tentang PBB sebagaimana yang telah 

diubah dengan undang – undang No. 12 Tahun 1994 dan telah diubah dengN 

Undang – undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah kemudian diubah lahi menjadi UU No.28 Tahun 2009 

2. Keputusan Mentri Keuagan No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesesuaian 

besarnya NJOPTKP sebagai dasar perhitungan PBB 

3. Peraturan pemerintah No,25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya nilai jual 

kena pajak untuk perhitungan PBB 

4. Keputusan Mentri Keuagan No. 552/KMK.04/2000 tentang pembagian hasil 

penerimaan PBB antara pemerintah Pusat dan Daerah 

5. Keputusan Metri Keuagan No.1002/KMK.04/1985 tentang tata cara 

pendaftaran objek PBB 
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6. Keputusan Mentri Keuagan No. 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara 

penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat 

paksa 

7. Keputusan Mentri Keuagan No. 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan 

wewenang penagihan PBB kepada Gubernur kepala daerah tingkat satu dan 

bupati atau walikota madya kepala daerah tingkat dua 

8. Keputusan Mentri Keuagan No. 532/KMK.04/1998 tentang penentuan 

klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 

2.1.1.6 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bagunan 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk 

pelaksanaan dan peningkatan pembagunan nasional untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dan perlu dikelola untuk meningkatkan peran serta 

masyarakat sesuai dengan kemampuannya.Karena bumi dan bagunan memberikan 

keuntungan dan kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang 

mempunyai suatu hak atasnya dan memperoleh mafaat.Oleh sebab itu wajar 

kiranya untuk diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan 

yang diperolehnya kepada negara melalui wajib pajak. 

2.1.1.7 Penyusutan Data Awal 

Penyusutan data awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh objek 

pajak bumi dan bagunan dalam suatu wilayah tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan 

oleh kantor peleyanan PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dirjen pajak. 

Dalam penyusutan data awal ini dicatat keterangan mengenai objek dan subjek 
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pajak bumi dan bagunan termasuk dari nama, alamat, dan dilengkapi dengan 

pengisian Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP)  oleh wajib pajak dan 

dikembalikan kepada Dirjen pajak. SPOP yang di terima harus diisi dengan jelas, 

benar, lengkap dan tepat waktu serta ditanda tangani dan disampaikan kepada 

Direktorat Jedral pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat 

– lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terimanya SPOP oleh subjek 

pajak. Dimaksudkan agar penulisan yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian 

rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara 

maupun wajib pajak.Jadi data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya seperi luas tanah, bagunan, tahun dan harga perolehan dan lainnya 

sesuai dengan kolom atau pertanyaan pada SPOP. 

2.1.1.8 Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bagunan 

Berdasarkan data yang dikumpulkan petugas akan ditentukan besarnya 

biaya kena pajak suatu objek pajak atau besarnya pajak terhutang. Besarnya pajak 

terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak juga tergantung kepada klasifikasi 

objek pajak yang dimilikinya. Untuk menentukan besarnya tarif pajak dipakai 

rumus 0,5% x 20% x NJOP (nilai jual objek pajak). Nilai jual objek pajak tidak 

kena pajak adalah batas minimal Nilai Jual Objek Pajak yang menurut ketentuan 

Undang – undang tidak dikenakan pajak. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 

menyatakan bahwa besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOP TKP) 

adalah Rp 8.000.000 untuk setiap wajib pajak. Besarnya nilai jual objek pajak 

tidak kena pajak ini dirubah berdasarkan keputusan Mentri Keuagan No. 
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201/KMK.04/2000 menjadi setinggi – tingginya Rp. 12.000.000 untuk setiap 

wajib pajak. 

2.1.1.9 Penerbitan dan pengiriman SPPT (surat pemberitahuan pajak 

terhutang) 

Dari surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dapat diterbitkan surat 

pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atau surat ketetapan pajak (SKP). SPPT 

diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat 

diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jendral 

Pajak. Sedangkan surat ketetapan pajak (SKP) dapat diterbitkan apabila wajib 

pajak tidak mengembalikan SPOP. Surat pemberitahuan pajak terhutang yang 

telah diselesaikan dan ditanda tangani oleh kepala kantor PBB, kemudian 

dikirimkan kepada wajib pjak. Dalam pengirimsn SPPT ini juga mempengaruhi 

motivasi atau dorongan wajib pajak untuk membayar pajaknya.Pengiriman SPPT 

melalui kelurahan yang ada di kecamatan, dari petugas kelurahan diberikan 

kepada petugas Desa lalu langsung diberikan kepada wajib pajak.Pajak yang 

terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat – lambatnya enam (6) bulan 

sejak tanggal di terimanya SPPT oleh wajib pajak. 

2.1.1.10 Tata Cara Membayar Pajak Bumi dan Bagunan 

Wajib pajak yang telah menerima surat pemberitahuan pajak terutang 

(SPPT), surat ketetapan Pajak (SKP) dan surat tagihan Pajak (STP) dari KPP 

pratama atau disampaikan lewat pemerintah daerah harus melunasinya tepat 

waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk SPPT. Dalam prosese 
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penerimaan PBB cara dan tempat pembayaran akan mempengaruhi dalam 

peningkatan pembayarannya. Karena cara yang mudah dan tidak berbelit – belit 

dan tempat pembayaran yang terjangkau akan memberikan kemudahan kepada 

wajib pajak dalam menghemat waktu dalam pembayaran PBB. Oleh karena itu 

sebaiknnya tempat pembayaran tersebut. 

Pembayaran yang dilakukan melali: 

a. Bank pemerintah (bank persepsi) kecuali bank pembagunan Indonesia dan 

bank tabungan negara (BTN) 

b. Kantor pos dan Giro 

c. Petugas pemungutan pajak bumi dan bagunan kelurahaan atau desa yang 

ditunjuk resmi 

2.1.1.11 Pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui fasilitas 

perbankan elektronik 

Dalam rangka agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam 

melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, di tetapkan oleh dirjen pajak 

tentang tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui fasilitas 

perbankan elektronik (KEP 371/02). Fasilitas perbankan elektronik adalah 

fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik seperti anjungan tunai mandiri 

(ATM), Phone Bangking, Internet Bangking atau fasilitas perbankan 

lainnya.Adapun tempat pembayarannya adalah pada bank pemerintah /swasta 

nasional yang di tunjuk untuk menerima pembayaran pajak bumi dan bangunan 



22 
 

 
 

dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik. Keuntungan pembayaran 

pajak bumi dan bangunan melalui pembayaran elektronik adalah : 

1. Melayani pembayaran pajak bumi dan bangunan atas objek pajak yang ada di 

Idonesia. 

2. Tidak terikat pada hari kerja jam operasianal Bank untuk pembayaran pajak 

bumi dan bangunan. 

3. Terhindar dari antrian Bank pada saat pembayaran pajak bumi dan bangunan. 

2.1.1.12 Penagihan pajak bumi dan bangunan 

Setelah SPPT di kirim kepada wajib pajak, dan wajib pajak harus melunasi 

hutang pajank bumi dan bangunan selambat-lambatnya enam bulan setelah di 

terimanya SPPT tersebut kalua wajib pajak tetap tidak membayar hutang pajaknya 

dalam waktu yang telah di sediakan KP-PBB maka akan di adakan penagihan atas 

hutang pajak bumi dan bangunan tersebut. Pelaksanaan penagihan yang di 

lakukan secara ketentuan yang telah di tetapkan yaitu 7 hari setelah jatuh tempo, 

kalua tidak juga wajib pajak melunasi hutang pajak bumi dan bangunan akan di 

berikan surat teguran yang berlaku paling lama 21 hari. 

Kemudian wajib pajak tidak juga melunasi hutang pajak bumi dan 

bangunan akan di berikan surat paksa kepada mereka yang hanya berlaku 1x 24 

jam, kalua juga wajib pajak tidak melunasi hutangnnya akan di berikan surat 

perintah melakukan penyitaan. Bahkan mereka mengatakan setelah di keluarkan 

surat paksa berminggu-minggu atau bahkan sampai hitungan bulan masi di 

berikan keringanan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang pajak bumi dan 
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bangunan. Surat tagihan pajak bumi dan bangunan di sampaikan kepada wajib 

pajak melalui : 

1. Kantor pelayanan pajak pratama atau kantor penyuluhan dan konsultasi 

perpajakan (KP2KP) 

2. Kantor pos 

3. Pemerintah Daerah (dalam hal ini aparat desa dan kelurahan) 

 

2.1.1.13 Sanksi dibidang pajak bumi dan bangunan 

Sanksi perpajakan di bidang pajak bumi dan bangunan dapat di bagi 

menjadi: 

a. Sanksi administrasi 

Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya 

dan setelah di tegur secara tertulis tidak di sampaikan sebagai mana di 

tentukan dalam surat teguran, maka akan di terbitkan surat ketetapan pajak 

(SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari pajak bumi 

dan bangunan yang terhutang. Apabila pengembalian SPOP setelah di teliti 

atau di perikasa ternyata tidak benar, maka akan di terbitkan SKP dengan 

sanksi berupa denda adminitrasi sebesar 25% dsri selisi besarnya pajak bumi 

dan bangunan yang terhutang. 

b. Sanksi Pidana 

Barang siapa karena tidak kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau 

mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam dan 

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulakn kerugian 
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bagi negara, di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya bulan atau 

denda setinggi-setingginya 2 kali lipat pajak yang terhutang. Barang siapa 

dengan sengaja mengembalikan SPOP kepada dirjen pajak, menyampaikan 

SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan 

keterangan yang tidak benar, memperlihatkan surat  palsu atau memalsukan 

atau dokumen lain yang palsu atau di palsukan seolah-olah benar, tidak 

memperlihatkan atau tidak menjalankan surat atau dokumen lainnya dan tidak 

menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang tidak di perlukan. 

Sehingga menimbulakn kerugian pada negara, di pidana dengan pidana 

selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 kali pajak 

yang yang terhutang. 

2.1.1.14 Tarif pajak bumi dan bangunan 

 Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di tetapkan 

dengan tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tari pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan di tetapkan dengan peraturan Daerah. Pasal 81 besaran 

pokok pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang terhutang di hitung 

dengan cara mengalihkan taruf sebagaimana di maksdud dalam pasal 80 ayat 2 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 79 ayat 3 

setelah di kurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaiman di maksud 

dalam pasal 77 ayat 5. 

1. Dasar pengenaan pajak 

a. Dasar pengenaan pajak adalah NJOP 
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b. Dasar pengenaan pajak Besarnya NJOP setiap 3 tahun oleh kepala kantor 

wilayah di rektorat jendral pajak atas nama mentri keuangan dengan 

mempertimbangkan pendapat gubernur/bupati/walikota (pemerintah daerah) 

setempat. 

c. Dasar perhitungan pajak adalah yang di tetapkan serendah-rendahnya 20% dan 

setinggi-tingginya 100% dari NJOP. 

d. Besarnya presentase di tetapkan dengan peraturan pemerintah dengan 

memperhatikan kondisi ekonomo sosial. 

Pada dasarnya penetapan NJOP (tiga tahun sekali) namuun demikian 

untuk daerah tertentu karena perkrmbangan pembangunan mengakibatkan 

kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual di tetapkan setahun sekali. 

Dalam menetapkan nilai jual, kepala kantor wilayah di rektorat jendral 

pajak atas nama mentri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat 

gubernur/bupati/walikota (pemerintah daerah) setempat secara memperhatikan 

asas self assessment.  Yang di maksud assessment value adalah nilai jual yang di 

pergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu presentase tertentu dari 

nilai jual sebenarnya. Perekonomian sekarang ini terutama untuk tidak terlalu 

membebabi wajib pajak daerah di pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan 

penerimaan bagi pemerintah daerah, maka telah di tetapkan besarnya persentase 

untuk menentukan besarnya NJKP yaitu: 

1. Sebesar 40% dari NJOP untuk 

a. Objek pajak perkebunan 
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b. Objek pajak kehutaan 

c. Objek pajak lainnya 

2. Sebesar 20% dari NJOP untuk 

a. Objek pajak pertambangan 

b. Objek pajak lainnya  

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan adalah suatu perilaku yang memiliki sifat disiplin dan taat 

terhadap sesuatu untuk mengikuti aturan yang di terapkan Lembaga atau 

organisasi yang berwenang dalam bidang bertentu. Berdasarkan UU RI Nomor 16 

tahun 2009 menerangkan bahwa “ wajib pajak adalah orang pribadi atau badan 

yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pengungut pajak, yang 

mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” Jadi, dapat di simpulkan kepatuhan wajib pajak yaitu suatu 

keadaan wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban 

perpajakannya.Sedangkan, kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah 

suatu sikap atau patuh dan sadar terhadap kewajiban perpajakannya yang 

berpengaruh pada pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan. 

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan (UU KUP) menjelaskan kepatuhan wajib pajak yaitu pajak merupakan 

kontribusi wajib bagi negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imblan 
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secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Menurut Liberti Pandiagan (2014:245) mengatakan bahwa kepatuhan 

wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran 

kinerja wajib pajak di bawah pengawasan direktorat jendral pajak. Artinya, tinggi 

rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menjadi dsar pertimbangan dalam 

melakukan pembinaan,pengawasan, dan tindak lanjut terhadap wajib pajak. 

Misalnya, apakah akan di lakukan himbawan atau konseling atau penelitian atau 

pemeriksaan dan lainnya seperti penyelidikan terhadap wajib pajak. 

Menurut keputusan Mentri Keuangan nomor: 544/KMK.04/2000 

menyatakan bahwa keputusan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara 

2.1.2.2 Jenis kepatuhan wajib pajak 

Ada dua macam kepatuhan wajib pajak yaitu: 

1. Kepatuhan formal 

Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajibannya secra formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang 

perpajakan.Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat 

dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak mendaftarkan diri, ketetapan waktu, 

dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran 

pajak dengan tepat waktu. 
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2. Kepatuhan material 

Kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana wajib pajak secara 

substansi (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni 

sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Jadi, wajib pajak yan 

memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak 

yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut terhingga sesuai 

dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan dan menyampaikan ke 

KPP sebelum batas waktu 

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu 

(2013:138), adalah sebagai berikut:  

1) Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana 

wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang perpajakan.  

2) Kepatuhan Material Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib 

pajak memenuhi substantive atau hakekatnya memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-

undangperpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan 

formal. 

2.1.2.3 Kriteria wajib pajak 

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti kurnia Rahayu (2013: 139, kepatuhan 

wajib pajak dapat didefinisikan dari: 

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 

2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT) 
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3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 

Menurut peraturan Mentri Keuangan Nomor : 74/PMK.03/2012, bahwa 

kriteria kepatuhan wajib pajak adalah 

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 

3. Laporan keuangan di audit oleh akutan publik atau Lembaga pengawasan 

keuangan pemerintahan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 

tahun berturut-turut. 

4. Tidak pernah di pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam janka waktu 5 tahun 

terakhir  

2.1.2.4 Indikator kepatuhan wajib pajak 

Kepatuhan wajib pajak dapat di ukur menggunakan indikator sebagai 

beriku; 

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri yaitu berupa kemauan atau 

kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP 

2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT yaitu berupa tepat waktu dalam 

membayar pajak, mengetahui batas akhir pelaporan pajak, dan banyaknya 

tempat pembayaran pajak yang dapat memudahkan dalam membayar pajak 
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3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak 

terutang yaitu berupa melakukan perhitungan dengan benar, penerpan sanksi 

yang tegas, dan pemeriksaan pajak oleh periksaan pajak 

4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pemeriksaan pajak tunggakan yaitu berupa 

tunggakan pajak yang menamba beban pajak dan kesediayaan wajib pajak 

dalam mebayar tunggakan. 

2.2.Peneltian Terdahulu 

Table 2.1 

Peneltian terdahulu 

 

No Nama Penelitian 

(Tahun) 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Regiansyah 

Widhi Sopana 

Analisis kepatuhan 

masyarakat dalam 

membayar pajak bumi dan 

bagunan dengan 

dipengaruhi tingkat 

pendidikan, tingkat 

ekonomi, peran pemerintah 

dan sanksi administrasi 

Tingkat pendidikan 

berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap 

kepatuhan masyarakat 

dalam membayar pajak 

bimi dan baguan. Tingkat 

ekonomi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputahn 

masyarakat dalam 

membayar pajak bumi 

dan bagunan. Peran 

pemerintah berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan 

masyarakat dalam 

membayar pajak bumi 

dan bagunan. 

2 R. Agoes 

Kamaroellah 

(2017) 

Analisis kepatuhan wajib 

pajak  bumi dan bagunan 

berdasarkan realisasi 

penerimaan pajak bumi dan 

bagunan pada dinas 

pendapatan daerah 

kabupaten pamekasan 

Setiap tahunya wajib 

pajak cukup patuh 

terhadap kewajibannya 

dalam pembayar pajak. 

 

3 Sahri Muharam 

(2018) 

Analisis Kepatuhan wajib 

pajak bumi dan bagunan di 

Hasil penelitian 

menjukkan bahwa setiap 
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kecamatan Kuantan tengah 

kabupaten Kuantan singingi.  

tahunnnya kepatuhan 

wajib pajak mengalami 

penurunan yang 

signifikan. 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Demi tercapaiannya realisasi PBB untuk mencapai target dibutuhkan 

kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak untuk membayar pajak. Kepatuhan 

untuk membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi 

kemauan wajib pajak dalam membayar pajak untuk memenuhi dan 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan membayar pajak dapat 

dilihat dari sikap dan perilaku wajib pajak yang diperlihatkan dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, sadar akan pentingnya membayar 

pajak, taat terhadap peraturan, selalu tepat waktu dan lancar dalam 

membayar pajak termasuk pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak dapat ditimbulkan dari berbagai faktor 

diantarannya faktor ekonomi, pengetahuan perpajakan dan faktor penegakan 

hukum. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

DI DESA TIHENGO 

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah 

Kepatuhan Wajib Pajak 

1. Membayar pajak tepat waktu 

2. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 

3. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan 

kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat 

waktu 

4. Membayar pajak tanpa ada paksaan 

5. Kepatuhan terhadap kewajiban 

 

Analisis 

Intrepretasi Hasil 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti 

yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka yang menjadi objek penelitian 

adalah analisis tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo 

Utara 

3.2 Metode Penelitian 

Sugiono (2017:2) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dengan kegunaan 

tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini di dasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.Rasional berarti kegiatan berarti 

kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga 

terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu 

dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan 

mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan 

dalam mengunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskripsi atau 

jenis penelitian yang mengambarkan kondisi secara objektif tentang ap yang 

menjdi fokus penelitian dengan pendekatan kualitatif, metode deskripsi 

merupakan suatu metode yang meneliti suat kelompok manusia, suatu objek, 
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suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. 

3.3. Jenis Data dan Sumber Data 

3.3.1. Jenis Data 

1. Data kualitatif diartikan sebagai bentuk interprestasi konsep data. Fungsi dari 

data kualitatif adalah menerjemahkan data mentah kedalam uraian, eksplansi 

ataupun deskripsi. 

2. Data kuantitatif adalah data penelitian yang berbentuk angka, data statistic dan 

data dapat dilakukan analisis. Data kuantitatif disebut-sebut sebagai metode 

ilmiah, karena dapat diukur, rasional, objektif dan empiris. 

3.3.2 Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu hal 

yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan.Atau suatu fakta yang 

digambarkan lewat angka, symbol, kode dan lain-lain.Data penelitian 

dikumpulkan baik secara instrument pengumpulan data, observasi, wawancara 

maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi kedalam 

dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder : 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur 

dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun 

penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan 

tujuannya 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang 

biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Ketepatan dan 



35 
 

 
 

kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel penelitian tergantung 

pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan. 

3.3.3. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Operasional variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian 

menjadi konsep, dimensi, indikator, dan ukuran yang diarahkan untuk 

memperoleh nilai variabel lainnya.Di samping itu, tujuannya untuk memudahkan 

pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut: 

Table 3.1 

Operasional Variabel 

Dimensi Definisi Indikator 

Tingkat 

kepatuhan 

Pajak 

 

 

 

 

 

Sumber:(Undang-

Undang No.28 

Tahun 2009 

Tentang Pajak 

Dan Retribusi 

Daerah) 

 

kepatuhan wajib pajak yaitu 

suatu keadaan wajib pajak 

untuk memenuhi dan 

melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Sedangkan, 

kepatuhan wajib pajak bumi 

dan bangunan adalah suatu 

sikap atau patuh dan sadar 

terhadap kewajiban 

perpajakannya yang 

berpengaruh pada pencapaian 

target penerimaan pajak bumi 

dan bangunan. 

 

a) Membayar pajak tepat 

waktu 

b) Wajib pajak mendaftarkan 

diri 

c) Menyetorkan kembali SPT 

secara tepat waktu 

d) Membayar pajak tanpa 

paksaan 

e) Wajib pajak memenuhi 

kewajibannya 
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3.4. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini 

maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian 

keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti 

Table 3.2 

Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1. Sekretaris Desa 1 

2. Kepala dusun 2 

Jumlah 3 

 

Informan-informan diatas dipilih dengan pertimbagan bahwa informan 

tersebut mampu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 

kepentingan penelitian. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut ( Sugiono : 2016 ) Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui tekhnik 

pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian, observasi langsung dilakukan terhadap 

objek tempat terjadi atas berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada 

Bersama objek yang diselidikinya. Alat yang digunakan untuk mempermudah 

melakukan observasi adalah catatan lapangan 

2. Wawancara 

Wawanacara atau interview adalah suatu metode yasng dilakukan dengan 

jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog 

(Tanya-Jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Menurut 

Lexy J. Moleong (2012:186) mendefinisikan wawancara dalah teknik 

mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

ditanggapi memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen atau sumber 

tertulis pada responden.Pengumpulan data berupa data-data sekunder 

berkaitan dengan analisis tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar 

pajak bumi dan bagunan. 

4. Studi Pustaka 

Pada penelitian ini penulis menggunakan berbagai karya tulis , buku, dan 

jurnal sebagai media untuk memperoleh informasi yang akan mendukung 
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penelitian, dan media-media tersebut akan dicantunkan pada daftar pustaka 

salah satunya adalah data sekunder. 

5. Internet searching 

Penelitian yang dilakukan dengan mengunpulkan berbagai tambahan referensi 

yang bersumber dari internet yang melengkapi referensi penulis serta 

digunakan untuk menemukan fakta atau masalah yang diteliti. 

3.6. Teknik Keabsahan Data/Triagulasi 

Triagulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Uji 

keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan trigulasi akan 

lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. 

1. Triagulasi sumber 

Trigulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data. Dapat dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triagulasi teori 

Triagulasi teori adalah digunakan untuk menguji keabsahan data yang 

ditemukan dengan berlandaskan pada teori yang ada.Trigulasi teori dilakukan 

dengan menentukan pola atau bentuk melalui analisis yang berlandaskan pada 

teori. 

3. Triagulasi metode 

Triagulasi metode, yaitu dengan menggunakan lebih dari satu penelitian untuk 

memperoleh sebuah informasi yang sama dengan mempergunakan du acara yaitu : 

mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 
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pengumpulan data. Kedua pengejekan derajat kepercayaan beberapa sumber data 

dengan metode yang sama. 

3.7.Teknik Analisis Data 

Sugiono (2016) Teknik analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori 

menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

1. Pengumpulan data 

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara sesuai dengan data 

yang dibutuhkan dan tahap ini akan berhenti apabila data yang diterima sudah 

mencukupi 

2. Reduksi Data 

Sugiono (2016) mengatakan bahwa reduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari 

tema dan polanya.Sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak dan perlu dicacat secara teliti dan rinci. Dengan menggunakan reduksi 

data akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah 

peneliti untuk melakukan pegumpulan data selanjutnya dan mencari bila 

diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputerdengan 

memberikan aspek-aspek tertentu. 
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3. Penyajian Data 

Sugiono (2016), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan 

sejenisnya.Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam 

penelitian kaulitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan intreprestasi dan terhadap 

data ysng sudah disajikan. Intreprestasi data merupakan proses penafsiran 

ataupun pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah disajikan dalam 

bentuk teks dan anarsi. Intreprestasi dikemukakan secara objektif sesuai 

dengan data atau fakta dalam penelitian sehingga hasil penelitian dapat 

ditemukan dan ditarik kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1.  Sejarah Singkat 

Lokasipenelitiandilakukan di Kantor 

DesaTihengoKecamatanPoneloKepulauanKabupaten Gorontalo 

Utara.Tihengoadalahsebuahdesa yang beradadikecamatanPoneloKepulauan 

Kabupaten Gorontalo Utara. 

Desainiterdiridaritigadusun, yaknidusunPalima, dusun Pantai Bugis dan 

Dusun Yapi-yapi dengan luas wilayah 142 Ha dengan jumlah penduduk 

1112.Desatitihengo pada awalnyahanyasebuahdusun di 

DesaPoneloKecamatanKwandang, Tihengomenjadisebuahdesatepatnya pada 

tahun 2011. 

4.1.2 TugasPokok Dan FungsiDesa 

1. Kepala Desa, menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang di tetapkan Bersama BPD. 

2. Sekretaris Desa, membantuKepalaDesadalammempersiapkan dan 

melaksanakanpengelolaanadministrasidesa, 

mempersiapkanbahanpenyusunanlaporanpenyelanggaranpemerintahandesa

. 

3. KepalaUrusan (KAUR) Umum, 

membantusekretarisdesadalammelaksanakanadministrasiumum, tata usaha 
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dan kearsipan, pengelolaninventariskekayaandesa, 

sertamempersiapkanbahanrapat dan laporan. 

4. KepalaUrusan (KAUR) Keuangan, 

membantusekretarisdesadalammelaksanakanpengelolaansumberpendapata

ndesa, pengelolaanadministrasikeuangandesa dan 

mempersiapkanbahanpenyusunan APD desa. 

5. KepalaSeksi (KASI) Pemerintahan, 

membantukepaladesadalampengelolaanadministrasikependudukan. 

Administrasipertanahan, ketentraman dan ketertibanmasyarakatdesa, 

mempersiapkanbahanperumusankebijakanpenataan, 

kebijakandalampenyusunan produk hukum desa. 

6. Kepalaseksi (KASI) Ekonomi dan Pembangunan, 

membantukepaladesadalammelaksanakanpenyiapanbahanperumusankebija

kanteknispengembanaganteknispembangunanekonomimasyarakat dan 

potensidesa, pengelolaanpotensipembangunan, 

pengelolaanpelayananmasyarakatsertapenyiapanbahanusulankegiatan dan 

pelaksanaantugaspembantuan. 

7. Kepalaseksi (KASI) KESRA (Kesejahteraan Rakyat), 

membantukepaladesadalampenyiapanbahanperumusankebijakanteknispen

yusunan program keagamaansertamelaksanakan program 

pemberdayaanmasyarakat dan social kemasyarakatan. 

8. Kepalaseksi (KASI) TRANTIB (Ketentraman, Ketertiban dan 

Perlindungan Masyarakat): 
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a) Memimpin dan mengatur, membina dan 

mengendalikankegiatanseksiketentraman, ketertiban dan 

perlindunganmasyarakatmeliputipenyelenggaraanketentraman dan 

ketertibanumum, penyiapanbahanpembinaan dan program 

kerjakelurahan; 

b) Menyiapkan dan menyusun program kerja dan 

rencanakegiatanseksiTRANTIB dan LINMASsesuaidengankebijakan dan 

program kerjadesa; 

c) Menyiapkanbahankonsepnaskahdinassesuaidenganbidangtugasataupetunju

kkepaladesa; 

d) Melaksanakankoordinasiteknisdenganpejabat dan atausatuankerjalainnya 

di dalammaupun di luarlingkungankelurahantentangpelayananjasa public 

mengenaihal-hal yang berkaitandenganTRAMTIB dan LINMAS; 

e) Memberikanpetunjukkerjakepadabawahansertamemeriksahasilpekerjaanny

asesuaiketentuan yang berlaku; 

f) Memberikanpelayanankepadamasyarakat yang 

membutuhkanjasapelayanan public yang berkaitandenganketentraman, 

ketertiban, dan perlindunganmasyarakat. 

9. Kepala Dusun (Kadus).  

Tugas: 

a. Membantupelaksanaantugaskepaladesadalamwilayahkerjanya; 

b. Melakukanpembinaandalamrangkameningkatkanswadaya dan gotong 

royong masyarakat; 
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c. Melakukankegiatanpenerangantentang program 

pemerintahkepadamasyarakat; 

d. Membantukepaladesadalampembinaan dan mengkoordinasikankegiatan 

RW (Rukun Wilayah) dan RT (RukunTetangga) di wilayahkerjanya; 

e. Melaksanakantugas lain yang di berikan oleh kepaladesa. 

Fungsi: 

a. Melakukankoordinasiterhadapjalannyapemerintahdesa, 

pelaksanaanpembangunan dan pembinaanmasyarakat di wilayahdusun; 

b. Melakukantugas di bidangpembangunan dan pembinaankemasyarakatan 

yang menjaditanggungjawabnya; 

c. Melakukanusahadalamrangkameningkatkanpartisipasiswadaya gotong 

royong masyarakat dan melakukanpembinaanperekonomian; 

d. Melakukankegiatandalamrangkapembinaan dan pemeliharaanketentraman 

dan ketertibanmasyarakat; 

e. Melakukanfungsi-fungsi lain yang di limpahkan oleh kepaladesa.  

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan  

Di Desa Tihengo 

 Penelitian ini dilakukan di salah satu desa yang ada di kabupaten 

gorontalo utara. Yang teeletak  di kecamtan ponelo kepulauan tepatnya di 

desa tihengo. Desa ini di pimpin oleh bapak Sucipto Musa SH, selaku kepala 

desa.Desa ini terdapat 11 orang aparatur desa. 



45 
 

 
 

Peneliti sebumnya sudah melakukan aktivitas yang sudah direnacankan dalam 

melakukan penelitian ini.Awalnya peneliti mennyayakan sebuah perihal yang 

terkait pajak bumi dan bangunan pada kepala dusun yang terlibata dalam 

pemungutan pajak bumi dan bagunan. 

 Penelittian ini sebelumnya dilakukan proses pengantaran surut izin 

penelitian oleh lembaga penelitian (lemlit) universitas ichsan gorontalo. 

Selanjutnya peneliti menggu beberapa hari konfirmasi dari tempat penelitiaan 

di mana mereka sudah siap untuk di mintai data mengenai pajak bumi dan 

bagunan. 

 Untuk memperoleh data penelitian peneliti membagunn keakraban 

dengan beberapa aparatur desa selaku informan untuk membantu penelit i 

dalam memperoleh Informasi yang terkait pajaka bumi dan 

bangunan.Informan pertama yang peneliti temui ialah bapak abdul gias selaku 

sekretaris desa.Peneliti yakin bahwa beliau bisa memberikan informasi yang 

terkait dengan kepatuhan pajak bumi dan bagunan. 

 Sebelum menggali bagimana  kepatuhan wajiba pajak bumi dan bagunan 

yang ada di desa tihengo. Peneliti terlebih dahulu bertanya bagaimana 

pemahaman menurut bapak mengenai pajak bumi dan bagunan dan apakah 

wajib pajak yang ada di desa ini membayar pajak tepat waktu? Beliau 

menyelaskan bahwa: 

“ pajak bumi dan bagunan merupakan wajib bagi masyarakat untuk 

membayarnya karena itu sudah menjadi peraturan perundang – 

undangan yang berlaku. 
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Beliau juga mengatakan bahwa : 

“ ya,  wajiba pajak yang ad di desa tihengo membayar pajak tempat 

waktu. 

 Berbeda dengan bapak ishak selaku kepala dusun terkait pemungutan 

pajak beliau menyatakan bahwa  

“ bahwa pajak bumi dan bagunan merupakan wajib bagi masyakata 

dalam pembayar pajak bumi dan bagunan akan tetapi ada beberapa 

masyarakat yang ada di desa ini belum membayar tepat waktu karena 

mereka tidak di tempat. 

 Pernyataan yang berbeda dari pada kedua informan bahwa masyarakat 

yang ada di desa tihengo wajib pajak belum sepenuhnya membayar pajak 

tempat waktu. 

 Peneliti mencoba menggali lebih dalam mengenai pajak bumi dan 

bangunan kepada ibu yuli.Mengenai wajib pajak yang mndaftarkan diri 

terlebih dahulu? Sebagimana yang diungkapkan bahwa: 

“ ya, mendaftarkan terlebih dahulu dengan cara : daftarkan terlebih 

dahulu objek pajak bumi dan bangunan dan konsultasi perpajakan 

(KP2KP ) setempat, kemudian mengisi formulir surat pemberitahuan 

objek pajak, setelahnya menunggu SPPT yang dikirimkan kepada 

kelurahan. 

 Peryataan yang diungkapkan oleh ibu yuli dipertgas oleh bapak abdul 

gias beliau menyatakan bahawa: 



47 
 

 
 

“ sudah terdaftar memang wajib pajak yang sudah membayar dari 

tahun sebelumnya sehingga wjib pajak tersebut tinggal 

membayarnya. Tetapi ada wajiba pajak yang baru mendaftarkan diri 

atau yang baru memiliki objek pajak bumi dan bagunan.Sehingga 

pemerintah desa yang mendaftarkan diri. 

 Dari beberapa penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa 

kepatuhan wajib pajak bumi dan bagunan di desa tihengo  sudah menunjukan 

bahwa masyarakat wajib pajak dalam hal membayar pajak bumi dan bagunan 

dan pendaftarkan diri wajib pajak sudah mengikuti sesuai aturan yang belaku 

atau semestrinya. 

 Peneliti mencoba menggali lagi bagaimana prosedur penyetoran kembali 

SPT secara tepat waktu?Bapak ishak menjelaskan bahwa 

“ yang pertama pajak yang terhutang dalam SPPT/SKPD/Nomor 

tahunan, kemudian pengurangan pasal 107UU DPRD, setelahnya 

PBB-P2 yang harus dibayar (angka 1-2) kemedian PBB-P2 yang telah 

dibayar, 4a rincian pembayaran dan 4b jumlah total pembayaran, 

setelahnya PBB kurang /lebih dibayar menurut perhitungan ini 

(angka3-angka 4b). 

berbeda lagi dengan yang di ungkapkan oleh ibu yuli beliau mengatakan 

bahwa : 

 “ disini saya sebagai kepala dusun yang pemungut pajak kepada 

wajib pajak hanya membawa sebuah blangko yang diserahkan kepada 

masyarakat. Dimana dalam satu blangko itu bisa dipisahkan atau bisa 
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dibagi dua.Blangko yang ukuran besar di serahkan kepada wajib 

pajak dan blangko kecil yang dibawahnya untuk desa.Jadi itu sebagai 

tanda bukti pembaaran.Ada juga buktinya terdapat pada buku yang 

diisi di desa. 

 Peneliti kembali menggali lagi kepada informan mengenai siapa saja 

menjadi subjek dan objek wajib pajak? Ibu yuli mengungkapkan bahwa: 

 “ subjek pajak yaitu merupakan orang pribadi atau badan yang 

merupakan orang atau badan yang secara sah nyata memiliki hak atas 

bumi, memperoleh manfaatnya , memiliki dan menguasai bangunan 

tersebut serta merasakan manfaatnya, sedangkan objek pajak yaitu 

bumi dan bangunan yang dimiliki dan kuasai atau dimanfaatkan oleh 

orsng pribadi atau badan kecuali yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perthutanan dan perkembagan. 

 Pernytaan yang sama di ungkapkan oleh bapak ishak selaku kepala 

dusun yang mejadi pemungut pajak beliau mengatakan bahwa: 

“ yang menjadi subjek dan objek pajak yaitu tanah dan bagunan. 

Tetapi dalam blongko yang diberikan kepada wajiba pajak didalam 

blongko tersebut menyatakan hanya tanah tapi tidak ada bangunan. 

Contohnya kebun, kebun tersebut dikatakan pekarangan atau yang 

disebut bangunan dan jika hanya tanah itu dikatan kebun. 

 Peneliti mencoba menggali lebih dalam tentang kepatuhan wajib pajak 

mengenai membayar pajak tanpa paksaan. Dengan bertanya apakah 

masyarakat membayar pajak tanpa  paksaan?  
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 “ ya, tidak ada paksaan kareana mereka sudah tahu untuk 

membayarnya. 

Peneliti bertanya lagi apakah wajib pajak memenuhi kewajibannya? 

 “ ya, wajib pajak memenuhi kewajibannya karena sudah tahu meraka 

harus membayarnya karena itu sudah menjadi wajib bagi masyarakat 

sudah miliki bangunan. 

 

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Membayar Pajak Tepat Waktu 

Menurut UU No.28 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak 

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluam negara 

sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2013), pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut 

Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan 

berdasarkan UndangUndang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor 
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swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung 

ditunjuk dan dipakai gunakan untuk membiayai kebutuhan negara.pajakjuga bisa 

diartikaniuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk 

dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai 

dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang 

langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara. 

Hasil wawancara dari ketiga informan menunjukan bahwa masyarakat di 

desa Tihengo dalam hal membayar pajak tepat waktu sudah mengikuti sesuai 

aturan yang berlaku.Ini dibuktikan dengan tidak ada yang terlambat membayar 

pajak bumi dan bangunan.Kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak 

mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, 

peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun 

administrasi. 

Kepatuhan perpajakam menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) 

menyatakan bahwa: kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya. Kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang 

individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam 

melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. 

Penelitian ini sejalan denagn apa yang dilakukan oleh Dimas (2014) 

bahwa penelitian ini menunjukkan kesadaran membayar pajak berpengaruh 

terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
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kesadaran wajib pajak, maka semakin meningkatkan kemauan membayar 

kewajiban perpajakannya tepat waktu. 

2. Wajib Pajak Mendaftarkan Diri 

Wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan 

wajib pajak badan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan 

mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, 

tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan 

menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi 

perpajakan.  

Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak 

dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang-undang mengatur 

secara tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal.Jadi 

dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak, sering disingkat dengan 

sebutan WP adalah orang wajib pajak / badan (subjek pajak) yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak / pemotongan pajak 

tertentu.Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak 

badan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran wajib pajak sudah 

dilaksanakan sebagaimana mestinya.Pihak desa sudah memenuhi pekerjaannya. 

Dilihat dari seluruh wajib pajak didesa ini sudah terdaftar, dan kalaupun ada yang 

belum terdaftar akan seegra mereka bantu untuk didaftarkan. Nomor Pokok Wajib 
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Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas 

perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

Menurut Mardiasmo (2016:29) terdapat dua fungsi Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) yaitu:  

1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. 

2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan. Menurut Leo (2017:6) fungsi 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah untuk menjaga ketertiban 

dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak 

Sedangkan menurut Kautasar dan heru (2019:42) setidaknya terdapat 

empat fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:  

1) Sarana dalam administrasi perpajakan. 

2) Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan 

hak dan kewajiban perpajakanya. 

3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan 

4) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan 

administrasi perpajakan. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsug dan digunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 

1. Kewajiban Wajib Pajak :  

a. Kewajiban mendaftarkan diri. 
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b. Kewajiban pembayaran, pemotongan / pemungutan / dan pelaporan 

pajak. 

c. Kewajiban dalam hal diperiksa. 

d. Kewajiban member data. 

2. Hak Wajib Pajak : 

a) Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 

b) Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan pemeriksa.  

c) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan 

kembali. 

d) Hak – hak wajib pajak. 

3. Menyetorkan Kembali SPT Secara Tepat Waktu 

SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan 

untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun 

pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan empat bulan setelah 

akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Badan. 

Hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam menyetor SPT, mereka perlu 

meperhatikan prosedur pengisian SPT. Dimana prosedur inipun sudah mereka 

lakukan dengan baik sesuai aturannya.Prosedur yang mereka terapkan yakni 

dilihat dari unsure pertama yakni wajib pajak terlebih dahulu memiliki tanah dan 

bangunan.Adapun yang bisa dinilai dengan memiliki laahn pertanian atau 

kebun.Kewajiban membayar dan melaporkan SPT Tahunan merupakan 
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konsekuensi yang harus diterima oleh seorang wajib pajak setiap tahunnya. SPT 

Tahunan merupakan pelaporan pajak atas penghasilan yang telah diperoleh wajib 

pajak dalam satu tahun yang jika tidak melaporkan SPT Tahunan dapat 

mengakibatkan wajib pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda bahkan denda jika kurang bayar.  

Setiap wajib pajak wajib untuk mengisi SPT dalam bahasa Indonesia 

dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 

menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat 

wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Wajib pajak yang telah mendapatkan izin 

Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan 

bahasa asing dan mata uanng selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam 

bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah yang sudah diizinkan. 

SPT wajib disisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. 

Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh WP harus 

dilampiri dengan surat kuasa. Khusus untuk wajib pajak Badan, SPT harus 

ditandatangani oleh pengurus/direksi. 

Fungsi SPT Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2007, SPT mempunyai fungsi sebagai berikit: 

1) Wajib pajak PPh Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan tentang poerhitungan jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:  (a) Pembayaran 

atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui 

pemotongan atau pemungutan lain dalam satu tahun atau bagian tahun 



55 
 

 
 

pajak, (b) Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek 

pajak, (c) Harta dan kewajiban, (d) Pembayaran dari pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam masa pajak 

sesuai dengan ketentuan UU perpajakan. 

2) Pengusaha kena pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan juml;alh PPN dan PPnBM 

yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: (a) 

Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, (b) Pembayaran 

atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan 

atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan 

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 

3) Pemotong atau pemungut pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan 

disetorkan. 

4. Membayar Pajak Tanpa Paksaan 

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam 

menjalankan pemerintahan.Pajak ikut ambil bagian dalam pembangunan di 

seluruh aspek kehidupan di negara ini. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan 

berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak akan bisa 

ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Tihengo tidak ada paksaan 

dalam membayar pajak. Ketika masyarakat ini sudah mendaftarkan diri sebagai 
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ajib pajak maka denagn sendirinya dia akan membayar pajak itu setiap tahun. 

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana obyek pajak 

diperoleh.Jika suatu negara terdapat sumber penghasilan, negara tersebut berhak 

memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib 

pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang 

bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia. 

Menurut Fallan yang dikutip kembali oleh Siti (2010) memberikan kajian 

pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat 

mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan suatu negara yang 

dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui 

pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif 

terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan 

penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan 

pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud 

gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan 

pemerintah dan pembangunan nasional. 

5. Wajib Pajak Memenuhi Kewajibannya 

Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan 

sukarela.Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak 

mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang 

berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban 

pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (Manik Asri, 2009): 

1) Mengetahui adanya Undang – Undang dan ketentuan perpajakan, 
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2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara. 

3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara. 

5) Menghitung, membayaran, melaporkan pajak dengan sukarela.  

6) Menghitung, membayaran, melaporankan pajak dengan benar. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa wajib pajak sudah memenuhi 

kewajibannya dengan baik. Didesa Tihengo membuktikkan bahwa setiap wajib 

sudah tahu mulai dari awalnya diukur sebidang tanahnya makan dia sudah wajib 

dengan kewajibannya membayar pajak setiap tahun.Kepatuhan Wajib Pajak 

merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar 

pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang 

diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. 

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal (1), pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakamuran rakyat. Menurut Mujiyati (2017:2) menyatakan bahwa terdapat dua 

hal penting yang melekat pada definisi pajak yaitu a) Iuran dari rakyat yang dapat 

dipaksakan, artinya iuran yang harus dibayar oleh rakyat, tidak dapat mengelak 

dan harus dilakukan oleh rakyat untuk membayarnya sebagai konsekuensi 

berlakunya Undang-undang. b) Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara 

langsung, artinya wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban perpajakanya 
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atau iuran kepada negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari 

pemerintah atas pembayaran tersebut. 1) Menurut Sifat Pajak dikelompokan 

menjadi dua.yaitu: a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang 

pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak 

yang memperhatikan keadaan subjeknya. misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 12 b. 

Pajak Objekif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan , atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan 

keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Misalnya: 

Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM). serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara pada lokasi penelitian, maka dapat 

dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dimensi Membayar pajak tepat waktubahwa masyarakat di desa Tihengo 

dalam hal membayar pajak tepat waktu sudah mengikuti sesuai aturan yang 

berlaku. Ini dibuktikan dengan tidak ada yang terlambat membayar pajak 

bumi dan bangunan. 

2. Dimensi Wajib mendaftarkan diri bahwa pendaftaran wajib pajak sudah 

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pihak desa sudah memenuhi 

pekerjaannya. Dilihat dari seluruh wajib pajak didesa ini sudah terdaftar, dan 

kalaupun ada yang belum terdaftar akan seegra mereka bantu untuk 

didaftarkan. 

3. Dimensi Menyetorkan kembali SPT secara tepat waktubahwa dalam 

menyetor SPT, mereka perlu meperhatikan prosedur pengisian SPT. Dimana 

prosedur inipun sudah mereka lakukan dengan baik sesuai aturannya. 

Prosedur yang mereka terapkan yakni dilihat dari unsure pertama yakni wajib 

pajak terlebih dahulu memiliki tanah dan bangunan. Adapun yang bisa dinilai 

dengan memiliki lahan pertanian atau kebun. 

4. Dimensi Membayar pajak tanpa paksaan bahwa di desa Tihengo tidak ada 

paksaan dalam membayar pajak. Ketika masyarakat ini sudah mendaftarkan 
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diri sebagai wajib pajak maka denagn sendirinya dia akan membayar pajak itu 

setiap tahun. 

5. Dimensi Wajib pajak memenuhi kewajibannya bahwa wajib pajak sudah 

memenuhi kewajibannya dengan baik. Didesa Tihengo membuktikkan bahwa 

setiap wajib sudah tahu mulai dari awalnya diukur sebidang tanahnya makan 

dia sudah wajib dengan kewajibannya membayar pajak setiap tahun. 

5.2.Saran 

Dari kesimpulan yang di uraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran 

sebagai berikut: 

1) Di sarankan kepada pihak pemerintah desa agar senantiasa mempertahankan 

kinerjannyadan meningkatkan informasi mengenai keawajiban masyarakat 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan sering mengadakan pelatihan 

untuk meningkatkan keahlian ataupun kemampuan dalam bidangnya, 

khususnya bagian pemungutan pajak setiap wajib pajak 

2) Di sarankan bagi peneliti selanjutnya, hendaknya meneliti lebih medalam 

terkait kewajiban masyarakat dalam membayar pajak serta menggali lebih 

dalam lagi pembahasan akuntansi perpajakan. 
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  Lampiran Pertanyaan 

Nama : 

Jabatan : 

 

Pertanyaan Jawaban 
Apakah di desa ini masyarakat 

Membayar pajak tepat waktu? 

 

ya,  wajiba pajak yang ad di desa 

tihengo membayar pajak tempat waktu. 

 

Apakah Wajib pajaknya mendaftarkan 

diri terlebih dahulu? 

 

ya, mendaftarkan terlebih dahulu 

dengan cara : daftarkan terlebih dahulu 

objek pajak bumi dan bangunan dan 

konsultasi perpajakan (KP2KP ) 

setempat, kemudian mengisi formulir 

surat pemberitahuan objek pajak, 

setelahnya menunggu SPPT yang 

dikirimkan kepada kelurahan.  

 

Bagaimana prosedur pengisian surat 

pemberitahuan (SPT)? 

 

yang pertama pajak yang terhutang 

dalam SPPT/SKPD/Nomor tahunan, 

kemudian pengurangan pasal 107UU 

DPRD, setelahnya PBB-P2 yang harus 

dibayar (angka 1-2) kemedian PBB-P2 

yang telah dibayar, 4a rincian 

pembayaran dan 4b jumlah total 

pembayaran, setelahnya PBB kurang 

/lebih dibayar menurut perhitungan ini 

(angka3-angka 4b). 
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Apa saja criteria wajib pajak dalam 

melaporkan SPT? 

 

pemungut pajak kepada wajib pajak 

hanya membawa sebuah blangko yang 

diserahkan kepada masyarakat. Dimana 

dalam satu blangko itu bisa dipisahkan 

atau bisa dibagi dua. Blangko yang 

ukuran besar di serahkan kepada wajib 

pajak dan blangko kecil yang 

dibawahnya untuk desa. Jadi itu sebagai 

tanda bukti pembaaran. Ada juga 

buktinya terdapat pada buku yang diisi 

di desa. 

 

Hambatan apa saja ketika 

menyampaikan surat SPT ini? 

 

Tidak ada hambatan 

Siapa saja yang menjadi subjek dan 

objek pajak? 

 

yang menjadi subjek dan objek pajak 

yaitu tanah dan bagunan. Tetapi dalam 

blongko yang diberikan kepada wajiba 

pajak didalam blongko tersebut  

menyatakan hanya tanah tapi tidak ada 

bangunan. Contohnya kebun, kebun 

tersebut dikatakan pekarangan atau 

yang disebut bangunan dan jika hanya 

tanah itu dikatan kebun. 

 

Apakah SPT disetor kembali secara 

tepat waktu? 

 

Ya 

Apakah masyarakat Membayar pajak 

tanpa paksaan? 

Ya, tidak ada paksaan kareana mereka 

sudah tahu untuk membayarnya. 
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Wajib pajak memenuhi kewajibannya? 

 

Ya, wajib pajak memenuhi 

kewajibannya karena sudah tahu 

meraka harus membayarnya karena itu 

sudah menjadi wajib bagi masyarakat 

sudah miliki bangunan. 
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Lampiran pertanyaan  

Nama  : 

Jabatan: 

Apakah di desa ini masyarakat 

Membayar pajak tepat waktu? 

 

bahwa pajak bumi dan bagunan 

merupakan wajib bagi masyakata dalam 

pembayar pajak bumi dan bagunan 

akan tetapi ada beberapa masyarakat 

yang ada di desa ini belum membayar 

tepat waktu karena mereka tidak di 

tempat. 

Apakah Wajib pajaknya mendaftarkan 

diri terlebih dahulu? 

 

sudah terdaftar memang wajib pajak 

yang sudah membayar dari tahun 

sebelumnya sehingga wjib pajak 

tersebut tinggal membayarnya. Tetapi 

ada wajiba pajak yang baru 

mendaftarkan diri atau yang baru 

memiliki objek pajak bumi dan 

bagunan. Sehingga pemerintah desa 

yang mendaftarkan diri. 

 

Bagaimana prosedur pengisian surat 

pemberitahuan (SPT)? 

 

yang pertama pajak yang terhutang 

dalam SPPT/SKPD/Nomor tahunan, 

kemudian pengurangan pasal 107UU 

DPRD, setelahnya PBB-P2 yang harus 

dibayar (angka 1-2) kemedian PBB-P2 

yang telah dibayar, 4a rincian 

pembayaran dan 4b jumlah total 

pembayaran, setelahnya PBB kurang 
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/lebih dibayar menurut perhitungan ini 

(angka3-angka 4b). 

Apa saja criteria wajib pajak dalam 

melaporkan SPT? 

 

 

Hambatan apa saja ketika 

menyampaikan surat SPT ini? 

 

Tidak ada hambatan 

Siapa saja yang menjadi subjek dan 

objek pajak? 

 

Yang memiliki tanah dan bangunan  

Apakah SPT disetor kembali secara 

tepat waktu? 

 

Ya  

Apakah masyarakat Membayar pajak 

tanpa paksaan? 

 

Tidak  

Wajib pajak memenuhi kewajibannya? 

 

Ya 
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